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“Class Action” Diterima, DKI Siapkan Data

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerima dan menetapkan class action atau
gugatan kelompok dari 312 warga korban banjir Jakarta

JAKARTA, KOMPAS — Sidang ke-
enam gugatan banjir Jakarta,
Selasa (17/3/2020), dimulai se-
kitar pukul 12.00 atau molor
dua jam dari jadwal. Setelah
meminta kelengkapan doku-
men dan mendengar pernya-
taan kuasa hukum penggugat,
ketua majelis hakim Penga-
dilan Negeri Jakarta Pusat
Panji Surono membacakan
dan mengeluarkan penetapan
gugatan yang diajukan 312
korban banjir pada 1 Januari
2020 dengan nomor perkara
27/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.

"Gugatan class action me-
menuhi persyaratan seperti
diatur dalam Peraturan Mah-
kamah Agung Nomor 1 Tahun
2002 tentang Tata Cara Gu-
gatan Class Action,” kata Pan-
Ji

Pemenuhan syarat berda-
sarkan peraturan Mahkamah
Agung tersebut antara lain
jumlah korban yang banyak.
Dalam gugatan ini ada 312
korban banjir Jakarta 2020
yang dalam menyampaikan
gugatan mereka diwakili oleh
lima perwakilan.

Selain itu, syarat lain adalah
ada kesamaan peristiwa atau
fakta hukum secara substan-
sial antara wakil kelas dan
anggota kelasnya. Dalam gu-
gatan ada kesamaan fakta pe-
ristiwa di antara lima wakil
kelas dengan 307 penggugat,
yaitu sebagai sesama korban
banjir.

Class action banjir Jakarta
2020 ini digjukan fima wakil

kelas, yaitu Elisha Kartini T
Samon (wakil kelas Jakarta
Barat), Tri Agus Arianto (wakil
kelas Jakarta Timur), Sari
Anum Sitepu (wakil kelas Ja-
karta Selatan), Alfius Chris-
tono (wakil kelas Jakarta Uta-
ra), dan Syahrul Partawijaya
(wakil kelas Jakarta Pusat).
Warga mengajukan class
action karena menilai Peme-
rintah Provinsi DKI Jakarta
lalai mengantisipasi banjir se-
hingga menimbulkan keru-
gian, Warga menggugat keru-
gian materiil Rp 60,04 miliar
dan imateriil Rp 1,5 triliun.
Kuasa hukum para peng-
gugat sekaligus tim advokasi
banjir Jakarta Azas Tigor Na-
inggolan mengatakan, sejak
mendaftarkan perkara di PN
Jakarta Pusat, Senin (13/1),
tim advokasi korban banjir
DKI Jakarta 2020 menjelas-
kan alasan Gubernur DKI Ja-
karta sebagai pihak tergugat
karena banjir awal tahun ini
merupakan banjir lokal. Pem-
prov scharusnya memahami
topografi dan sigap membe-
rikan peringatan dini kepada
warga di area rawan banjir.
Kuasa hukum penggugat,
Alvon Kurnia Palma, menga-
takan, dengan pemetaan ka-
wasan rawan banjir, Pemprov
DKI seharusnya memiliki pe-
rencanaan  strategis  guna
mencegah  banjir berulang.
Namun, pencegahan itu di-
nilai tidak terjadi.
Ditambah lagi, sejak 23 De-
sember 2019 Badun Moeteo

rologi, Klimatologi, dan Ge-
ofisika (BMKG) telah menge-
luarkan peringatan bahwa cu-
aca ekstrem akan terjadi di
sejumlah  wilayah, termasuk
Jakarta. Namun, menurut Al-
von, hingga 31 Desember pem-
beritahuan informasi itu dari
aparat pemerintahan kepada
masyarakat tidak pernah ter-
jadi.

Data jawaban

Kepala Biro Hukum Peme-
rintah Provinsi DKI Jakarta
Yayan Yuhanah, Selasa (17/3),

memastikan, DKI bersiap
menghadapi gugatan warga

tentang banjir Jakarta. Kesi-
apan itu khususnya tentang
data banjir dan penanganan-
nya untuk menjawab gugatan.
"Saya sudah menyiapkannya,”
kata Yayan.

Yayan melanjutkan, pihak
pengadilan - memang  sudah
menetapkan  gugatan, tetapi
masih akan ada sidang lan-
jutan pada 31 Maret untuk
mendapatkan notifikasi.

"Saat itu pihak pengadilan
akan melakukan pengecekan

lagi, di antaranya adakah
penggugat  vang mundur.”
ucapnya.

[a melanjutkan, Pemprov
DKI Jakarta akan mengikuti
proses hukum di pengadilan.
"Selain itu, kami juga sudah
mengumpulkan data dalam
penanganan banjir, Biro hu-
kum akan didampingi tenaga
ahli,” kata Yayan.

LN CaL)



